
 
 
 
 

 
 

BUPATI NIAS UTARA 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

 
PERATURAN BUPATI NIAS UTARA 

NOMOR 1 TAHUN 2021 
 

TENTANG 
 

PELAKSANAAN   ANGGARAN BELANJA DAERAH  SEBELUM  ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD ) KABUPATEN NIAS UTARA 

TAHUN ANGGARAN 2021 DITETAPKAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI NIAS UTARA, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 ayat (4) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Nias Utara tentang Pelaksanaan Anggaran 
Belanja Daerah Sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2021 di 
tetapkan; 

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);  

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5063); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan 
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 
2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 43); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4864); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 
 



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Nias Utara; 

17. Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 23 Tahun 2017 tentang 
Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan serta Rincian Tugas 
Organisasi Perangkat Kabupaten Nias Utara; 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS UTARA TENTANG PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEBELUM 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) 
KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2021 DITETAPKAN. 

 
Pasal 1 

Pelaksanaan anggaran belanja daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias 
Utara yang dibebankan pada pengeluaran kas Pemerintah Kabupaten Nias Utara 
sebelum APBD Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dan 
ditempatkan dalam lembaran daerah dan/atau berita daerah, dilaksanakan hanya 
untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. 
 

Pasal 2 
Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 merupakan 
yang dibutuhkan secara terus menerus yang harus dialokasikan dengan jumlah 
yang cukup untuk keperluan setiap bulan, yaitu belanja pegawai. 
 

Pasal 3 
Belanja pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 2, dikhususkan hanya untuk 
belanja pegawai PNS/CPNS yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk 
gaji/tunjangan/penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 

Pasal 4 
Semua pengeluaran belanja yang dibebankan pada pengeluaran kas sebagaimana 
dimaksud Pasal 1 harus didukung dengan bukti  yang lengkap dan sah dan 
dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Peundang-undangan yang 
berlaku, dan oleh Bendahara Pengeluaran hanya diperkenankan melalui transaksi 
pembayaran dengan mempedomani ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 
Peraturan Bupati ini. 



Pasal 5 
Pejabat yang bertanggungjawab atas Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD dan 
SKPKD yang melaksanakan unsur penunjang urusan Pemerintah Daerah Bidang 
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah pejabat di masing-masing OPD Tahun 
Anggaran 2020. 

 
Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Utara. 
 
 
 

Ditetapkan di Lotu 
pada tanggal 6 Januari 2021 
   
BUPATI NIAS UTARA, 
 
           ttd. 
 
M. INGATI NAZARA 

 
 
Diundangkan di Lotu 
pada tanggal 6 Januari 2020 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA, 
 

ttd. 
 
YAFETI NAZARA 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2021 NOMOR 102 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN NIAS UTARA, 
 
 
 
 
 
 
ERLIUS HULU, SH 
NIP. 19720709 200605 1 001 

 
 

 
 
 
 

 


